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PEflMTTUX PELAKSANAAIT PEMBAYARAIT TRANSAKSI ITOI{ TUNAIDI LINGKT'ITGAN PEMERINTAII I(ABT'PATEIT TAXA TORE"IA

DBTGAI| RAIIUAT TUEAITYAI{G MAIIA ESIA

BT'PATI TAtrA TORAi,A,

Menimbaag : a. bahwa dal an pengelolaan
keuangan b, 't"rt- 

padaperaturan efektif. etiiien.ekonomis, paran, dan bertanggu rrgjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepitutan
dan manfaat untuk masyarakat, perlu diatur

BT'PATI TAITA TORA^'A
PROVITAI SUI,AWF^SI SELATAITI

PERATURAIT BT'PATI TAITA TORA^'A
NOMOR ISTAHI IT 2018

non tunai di lingkungan
Tana Toraja;

b. ti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/ 1867/SJ tanggal 17 April
2017 tentang Implementasi Transaksi Non Ttu-rai
dalam kaitan Instruksi Presiden Nomor I0 Tahun
2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana
tertuang dalam lampiran lnstruksi presiden
dimaksud, transaksi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan diperlukan percepatan implementasi
tran saksi nnn tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hunrf a dan huruf l>, perlu
mcnetapkan Peraturan Bupati Tana Toraj a tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tfansal<si rron
Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sularvesi (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Perryelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lrmbaran Neiara Republik Inclonesia
Nomor 3851);

3. Unclang - Undang Notnor 3l Tahun 1999 tenlang
Pe m beran tasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembar:rn
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 {Yrttt-rt'

.aqll40, Tambahan lrmbaran Negara ReOublik /fr

Mengingat L
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lndonesia Nomor 3g74
dengan Undang _ Unda
tentang peru bahan Ata
Tahun 1999 t
Korupsi (t€
Tahun 2001 Nomor I

. Negera Repu blik Indonesia Nomor 4 I 50);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun ZCi63 tentangKeuangan Negara 
^(^L9lbaran Negara- nepubtikIndonesia Tahun 2003 Nomor 4'7, 

-Tambahan
Lembaran Negara Re

5. Undang-Undang No
Perbendaharaan Ne
Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 -Tahun 20O4 tentangPemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawai
Keuangan Negara ([e mbaran wegara* Republi kIndonesia Tahun 2OO4 Nornor 6-6, Tambahan

_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ebagaimana telah diubah
beberapa kali Grakhir dengan Undang_Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubaha'n KeduaAtas Undang-Undang Nomoi 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun ZOOS
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcrnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20d5 Nomor.140, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4578!;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Neeen I
Nomor 21 Tahun 20ll tentang perubahan Xejua /_Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 l/Tahun 2006 tentang pedoman- pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor g0 fanu, /2015 tentang pembentukan produk Hrk";4-
Daerah;

'I l, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor10 1'ahun '2016 tentang pembentul-<an dan
Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI I'BNTANG
PELAKSANAAN PEMtsAYARAN']'RANSAKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
^toR^r^. 

a0,

PETUN.,lUK
NON TUNAI

Menetapkan

KABUPATEN TANA
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.
4. Organisiasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Perangkat Teknis Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

5. Bendhhara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menenma, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dal
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada OPD.

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disrngkat APBI)
adalah rencana keuangan tahunan p€merintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah /
rekening tempat perryimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala /
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah clan digunakanf
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan

11. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa
simpanan rlari nasabah perseoranSan maupun baclan usaha dalam /
rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan lr-
kapan saja dengan menggunakan slip penankan atau Anjungan 'l'unai
Mandiri (ATM).

12. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan
pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen 1'ang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna
Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi keria untuk
selanjutnya diteru skan kepada pejabat penerbitan yan g bersangku ta n.

14. Surat Perintah Membayar yang selanj utnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna ansgaran/kuasa
pengguna anSSaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-OPD.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebqgai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkam SPM. /h\t2
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16. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nrlai u.ng dari
satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupi Arat
Pembayaran Menggunalan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang
elelrtronik atau sejenisnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(l) Pelaksanaan pembayaran transaksi secara non tunai dimaksucl untuk
meningkatkan integritas, akuntab itas dan transparansi pengeroraan
keuangan claerah dalam rangka menclorong pencegahan tindak'piclana

.^ lo-rynsi dan tindak pidana pencucian uang.
(2) Pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai bertujuan untuk

mew rjudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelorain keuangan
daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, -..rgl.-"t biaya, serta
mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kesatu
Maksud dan T\.rj uan

Elhgian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

(llSetiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang
wajib menggunakan sistem transaksi Non T\rna

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksitunai terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan daerah
transaksi pengeluaran belanja daerah serta transaksi pembiayaan daer
lingkungan Pemerintah Daerah.

non
da

ahd

BAB III
JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian kesatu
Tran saksi Penerimaan

Pasal 4

(l) Setiap pembayaran Penerimaan Daerah yang bersumber dari ApBD wajib
menggunakan sistem Pembayaran Non T\rnai.

(2) Setiap penerimaan APBD oleh Bendahara penerima/Bendahara
Penerima Pembantu / tsendahara BLUD wajib dilakukan transaksi secara
non tunai.

(3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi secara non runai
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan secara bertahap.

Bagian Kedua
Tran sa-ksi Pen geluaran

Pasal 5

I
IL

bersuvb mber dari APBD



5

(2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. Belanja Daerah terdiri dari atas:

1. Belanja Tidak l^angsung, meliputi :

a) Belanja Pegarvai:
b) Belanla Bunga;
c) Belanja S u bsidi ;

d) Beianja f{ibah;
e) Belanja Bantuan Sosial;
f) Belanja Bagi Hasil;
g) Belanja Bantuan Keuangan; dan
h) Belanja tidak tercluga.

2. Belanja Langsung terdiri dari :

a) Belanja Pegawai;
b) Belanja Barang/Jasa; dan
c) Belanja Modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 6

(l) Ketentuan pembavaran dengan menggunakan transaksi non tunai
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dapat clikecualikan
untuk jenis pembayaran Betagja Daerah sebagei berikut:
a. Pembayaran honorarium atau uang saku kepada masyarakat clalam

rangka seminar/ workshop/ sosialisasi dan sejenisnya;
b. Pembayaran belanja uang transportasi kepada masyarakat dalam

rangka seminar/ workshop/ sosialisasi dan sejenisnya;
c. Pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader

kemasyarakatan;
d. Pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan

pihak lain (institusi, lembaga dan/ atau perorangan) di luar
pemerintah Daerah:

e. pemba_varan belanja bantuan kepada mas.yarakat;
f. belanja pengadaan barar-rg/jasa untuk keperluan penanggu langan

bencana pada saat terjadi bencana alam;
g. pem bayaran belanja makan dan minum rapar yang dilaksanakan

diluar daerah;
h. pembayaran listrik, telepon, internet dan air;
i. pembayaran belanja pada wilayah yang karena kondisi geografisnya

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belu
tersedianya sistem perbankan yang memadai;

j. pemba-yaran belanja Bahan Elakar Min-vak untuk operasional
pela_yanan rumah singgah;

k. pembavaran belanja Barang/Jasa selain ketentuan pada trurul' a
sampai dengan huruf j dengan nominal paling tinggi
Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

l. Untuk penerimaaan pendapatan dengan nominal kurang dari
Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Bendahara Pengeluaran dan fatau Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu
harus melakukan pembuatan dan penyimpanan bukti peml>a,laran
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangar".b

L
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BAB IV
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 8

(1) Transaksi Penerimaan pendapatan Non Tunai dapat clilakukan tlen
cara :

a. Penyetoran langsung pendapatan daerah ke bank persepsi
pengel ola RKUD dan/atau bank

Pasal 7

ukum dan/atau perorangan vans
belanja ApBD dengan pemerintafr
di bank sesuai ketentuan .yang

b. Penyetoran dengan melalui
persepsi pengelola RKUD dan/
operasinal.

gan

persepsi sebagai bank operasional.
e-channel yang disediakan bank
atau bank persepsi sebagai bank

(2) Transaksi Penerimaan pendapatan Non Ttrnai sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri -d".,g.., 
Oofumen

pendukung sesuai transaksi.
(3) Bukti Transaksi Penerimaan pendapatan Non Tunai dari bank berupa

nota kredit sebagai dokurnen pe
(4) Bendahara Penerimaan/ Bendaha

menatausahakan dan penvimpa
dengan baik sebagaimana dimaks
peraturan perundang- urrclalngan yang berlaku .

l3agian Ked ua
Pembayaran

Pasal 9

(1)Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :

a. Pemindahbukuan dari rekening grro RKUD ke rekening giro
bendahara pe.ngel uaran / bendahara pe.ngeluaran pembantu ke
rekening penerima dcngan menggunakan Sp2D dari BU l) dan
/atau Kuasa BU D.

b. Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK)
(2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimal<sud pada avat (1) tercliri

dari
a. Bukti pemindahbukuan untuk bendahara pengeluaran/ bendal-rara

pengeluaran pembantu berupa nota debet sebagai valiclasi atas
dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh ltank persepsi
sebagai dokumen pertanggungiawaban keuangan daerah; dan

b. Bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa itota
kredit atau notihkasi (sms banking) dari bank persepsi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari
bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

I

den gan berpedoman pad a kete n tuan peraturan perun dan g- u n a an San./fi



(4) Bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu wajib
menatausahakan dan penyimpanan bukti dokumen pengeluaran
dengan baik sebaga.imana dirneksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dalam hal pemindahbukuan menggtrnakan Cash Management S-vstem
(CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme banl<.

BAB V
PEMBI NAAN DAN PENCAWASAN

Pasal l0

(l) Pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non 'lunai rlilakukan oleh
Tim 1'ang diketuai oteh Sekretaris Daerah sclaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi :

a. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
penerapan sistem Pembayaran Non Tunai;

b. Penl,usunan perjanjian kedasama dan/atau nota kesepahaman
dengan Bank Persepsi; dan

c Pengarahan dalam penempatan sistem Pembayaran Non Tunai.

Pasal l1

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati inr
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

(2) Pengawasan sebagaimatra dimaksud pada ayat (1) dilakukar-r secara
terintegrasi dalam kegiatan penBawasan.

BAts VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal I 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundan gan Peraturan
Bupati ini dengan penemPatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggat 2/l 4usb5211ru

ATI TAI{A TOR.6"IA

IIICODEMUS BIRINGKANAE

b
Diundangkan di Makale
pada tanggal 4 nrsts;c20lS

SEKRE DAERAH KABUPATEN TANA TORA.JA,

DE BT'RASEMI,IEL
I

BIIRITA DAERAII KADUPATI'|I TANA 1'ORAJA TAI IUN 201B NOIVIOR 4i


